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1. RENSTRA DISHUT TAHUN 2019-2024

Mengacu pada Visi “Rakyat Lampung Berjaya” dan 6 (enam) Misi RPIJMD Provinsi
Lampung Tahun 2019-2024, DISHUT sebagai unsur Penunjang Pemerintahan
urusan kehutanan mendukung 2 (dua) pencapaian Misi yaitu misi ke-5

‘“Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah
Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan” dan misi ke- 6 yaitu
Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan” dengan
Sasaran RPJMD vyaitu “Meningkatnya Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH)".
Gambar 1.1 : Indikator Kinerja DISHUT 2019-2024
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Berdasarkan hal tersebut, DISHUT menetapkan 2 (Dua) TUJUAN Renstra, yaitu:
“‘Meningkatkan Manfaat Ekonomi Hutan dan menurunnya lahan kritis” dengan 2 (dua)
sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran jangka menengah yang dijabarkan pada tabel
berikut:



Tabel 1.1 :Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama Dan Target Kinerja

No Tujuan Sasaran Indikator Target Kinerja Pada Tahun
Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024
Utama
1 Meningkatkan | Meningkatnya | Jumlah luas
Manfaat Pemanfaatan | Pemanfaatan | 296.374 | 301.377 | 303.166 | 304.871 306.645
Ekonomi Hutan Kawasan Ha Ha Ha Ha Ha
Hutan Hutan
Jumlah
Forsenmase | 189% | 18% | 18% | 18% 1,8%
Hasil Hutan
2 Menurunnya Menurunnya Jumlah
lahan kritis lahan kritis Pgmﬂtka:ie 719Ha | 40Ha | 40Ha | 40Ha | 167,19 Ha
Hasil Hutan

Keterangan : Terdapat 2 (Dua) SASARAN, dan 3 (tiga) INDIKATOR SASARAN
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2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2020
DISHUT melaksanakan 9 Program dan 48 Kegiatan dengan total alokasi anggaran
sebesar Rp. 61.903.462.843,- yang terdiri dari :

- Belanja Tak Langsung (BTL) sebesar Rp. 54.463.362.149,- dan
- Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 7.440.100.694.-
Total Rp. 61.903.462.843,-

Adapun Realisasi Keuangan pada tahun 2020 dirangkum sebagai berikut :
- Realisasi BTL adalah 93.40 % atau sebesar Rp. 50.866.432.501,- dan
- Realisasi BL adalah 94.69 % atau sebesar Rp. 7.045.053.353,-

- Dengan realisasi anggaran tersebut, capaian kinerja DISHUT secara umum adalah
sebesar 98,72 %.

(Keterangan : Uraian realisasi fisik dan keuangan pada masing-masing kegiatan,
disajikan dalam Tabel Terlampir)

3. HAMBATAN dan UPAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN
HAMBATAN

Sebagai informasi penting, bahwa pada periode Tahun 2020 tengah terjadi Pandemic
Covid-19 yang melanda lingkungan domestik, nasional dan global yang berpengaruh
terhadap strategi, kebijakan dan regulasi yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Sebagai dampaknya, terdapat beberapa hambatan/permasalahan
yang dihadapi DISHUT Provinsi Lampung dalam melaksanakan Program dan kegiatan,

antara lain :

1. Pada aspek perencanaan kegiatan, meskipun pengelola kegiatan telah menyusun
Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan
Rencana Arus Kas (RAK) ; namun kondisi lingkungan eksternal di masa pandemic Covid-
19 yang telah menghadirkan kebijakan dan regulasi yang ditempuh oleh pemerintah
pusat dan pemerintah daerah yang harus dipatuhi oleh perangkat daerah dan
pelaksana kegiatan. Secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut berdampak
pada munculnya “keterbatasan” teknis operasional pelaksanaan kegiatan bagi pengelola

kegiatan.



2. Pada aspek pelaksanaan, terdapat beberapa kegiatan yang mengalami keterlambatan

schdule dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sebagai dampak adanya sikap wait and see
dari pengelola kegiatan, seiring dengan dinamika da kebijakan yang berkembang
ditengah pandemic Covid-19, dimana aspek keselamatan kesehatan menjadi

pertimbangan yang utama.

Memperhatikan kebijakan refocussing dan realokasi anggaran (rasionalisasi anggaran)
yang ditempuh oleh pemerintah di masa pendemic, maka terdapat beberapa kegiatan
yang mengalami penyesuaian (mengurangi) jumlah output, yang secara logis akan

berpengaruh terhadap capaian dari target output yang telah ditetapkan.

UPAYA-UPAYA

Untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi DISHUT, serta dalam rangka pencapaian

sasaran strategis Renstra, maka terdapat beberapa penyesuaian alokasi anggaran maupun

metode dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2020, antara lain :

Membatasi pelaksanaan perjalanan dinas (di dalam maupun ke luar provinsi), ataupun
kegiatan rapat-rapat dengan memanfaatkan media teknologi informasi (virtual meeting)

Mengurangi jumlah output dari kegiatan, dengan tetap mempertahankan substansi

kegiatan

Merancang skala prioritas dan re-schedule pelaksanaan kegiatan.

Ditengah kondisi pandemic Covid-19 yang belum berakhir dan kondisi keuangan
daerah yang terbatas, pengelola kegiatan senantiasa memperkuat koordinasi dan

kemampuan manajerial serta kemampuan teknis; sehingga pelaksanaan kegiatan

dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan subtantif.

CAPAIAN KINERJA RENSTRA S.D. TAHUN 2020

Memperhatikan capaian kinerja Secara umum, DISHUT Provinsi Lampung telah

dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun

2020. Jumlah Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra DISHUT Provinsi Lampung

Tahun 2019-2024 sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran.



Tabel : Capaian Indikator Kinerja DISHUT Tahun 2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024

Jumlah luas Pemanfaatan Kawasan
Hutan

296.374

297.501,93

Jumlah Persentase Produksi Hasil % 1,8 1,72
Hutan
Jumlah Penurunan Luas lahan kritis Hektar 7,19 7,0




5. BEBERAPA KELUARAN (OUTPUT) DARI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020
. . Upaya Mengatasi Tinjut .
PD Pelaksana Urusan Program/Kegiatan Target Realisasi % Permasalahan Rekomendasi
Permasalahan
DPRD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8)
Dinas Kehutanan Program Pelayanan 12 Bulan 11 Bulan 93,21
Administrasi Perkantoran
Penyedia Jasa Komunikasi, 12 Bulan 12 Bulan 100
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyedia Jasa Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 100
Keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 100
Penyediaan Barang Cetakan 12 Bulan 12 Bulan 100
dan Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan 20 Unit 20 Unit 100
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah 12 Unit 12 Unit 100
Tangga dan Peralatan Listrik
Penyediaan Bahan Bacaan dan 12 Bulan 12 Bulan 100
Peraturan Perundang-undangan
penyediaan Makanan dan 12 Bulan 12 Bulan 100
Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan 12 Kali 11 Kali 91,67 | Perjalanan Dinas Perubahan Anggaran

Konsultasi

Luar Daerah Tidak
Tercapai Akibat
Pandemi Covid-19

ke kegiatan kegiatan
yang
mengembangkan
ekonomi kreatif
berbasis masyarakat




10 | Penyediaan Jasa Tenaga 13 Bulan 13 Bulan 100
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana 12 Bulan 12 Bulan 100
dan Prasarana Aparatur
1 34
Pemeliharan rutin/berkala 34 Unit/Tahun Unit/Tahun 100
Kendaraan dinas/operasional
2 | Pemeliharaan rutin/berkala 115 Unit 115 Unit 100
Perlengkapan Gedung Kantor
Program Peningkatan Kapasitas 12 Bulan 10 Bulan 85,16
Kelembagaan Perangkat Daerah
1 | Pengembangan Kompetensi 20 Orang 17 Orang 85 | Perjalanan Dinas Perubahaan
Aparatur dan Jabatan Fungsional Luar Daerah Tidak | Anggaran
Tercapai Akibat
Pandemi Covid-19
2 | Pengembangan Budaya Kerja dan 45 Kali 33 Kali 73,33 | penundaan
Disiplin Aparatur beberapa jadwal
senam dan bina
mental akibat
pandemi covid-19
Program Perencanaan, Evaluasi 4 Dokumen 4 Dokumen 100
dan Keuangan, serta Asset
Perangkat Daerah
1 | Penyusunan Laporan dan 12 Dokumen 12 Dokumen 100
Evaluasi Kinerja
2 | Penyusunan Laporam Capaian 12 Dokumen 12 Dokumen 100
Keuangan
3 | Penyusunan Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 100




Perencanaan

Pengembangan e-Government 1 Dokumen 1 Dokumen 100
OPD dan Publikasi Pembangunan

Program Penyuluhan, 1,80% 1,79% | 99,56
Pemberdayaan Masyarakat

dan Usaha Kehutanan

Penyuluhan Kehutanan 116 Orang 116 Orang 100
Pemberdayaan Masyarakat 72 Kelompok 57 Kelompok | 79,17
Pengolahan, Pemasaran dan 42 Unit 42 Unit 100
Penerimaan PNBP

Program Pengelolaan DAS dan 358428 Ha 0.03 Ha 100
RHL

Rehabilitasi Hutan dan Lahan 7 Ha 7 Ha 100
Pengelolaan Daerah Aliran 2 Kelompok 2 Kelompok 100
Sungai (DAS)

Perbenihan Tanaman Hutan 3 Unit 3 Unit 100
Pengelolaan Pusat Inkubasi 12 Bulan 12 Bulan 100
Tanaman Nusantara

Program Perlindungan dan 5% 5% 100
Konservasi Hutan

Pengamanan Hutan 8 Kasus 8 Kasus 100
Pengendalian Kebakaran Hutan 1099 Ha 1099 Ha 100
dan Lahan

Konservasi Keanekaragaman 2 Kali 2 Kali 100
Hayati

Program Penatagunaan dan 299656 Ha 283965 Ha 94,76

Pemanfaatan Hutan
Perencanaan dan Tata Hutan

17 Dokumen

17 Dokumen

98,92




Pemanfaatan Hutan
Penggunaan Kawasan Hutan

4 Dokumen
4 Dokumen

3 Dokumen
4 Dokumen

75,62
100

Program Peningkatan Fungsi
Kesatuan Pengelolaan Hutan
(unit KPH/Tahun)

Pengelolaan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) Tahura
WAR

Pengelolaan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) Pesisir
Barat

Pengelolaan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa

Pengelolaan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit
Punggur

Pengelolaan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) Muara
Dua

Pengelolaan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) Sungai
Buaya

Pengelolaan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) Way
Terusan

Pengelolaan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) Way
Waya

17 KPH

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

17 KPH

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

98,52

94,21

100

97,12

99,4

100

100

100

100

Perjalanan Dinas
Luar Daerah Tidak
Tercapai Akibat
Pandemi Covid-19

Perjalanan Dinas
Luar Daerah Tidak
Tercapai Akibat
Pandemi Covid-19

Perubahan Anggaran

Perubahan Anggaran




Pengelolaan Wilayah Kesatuan

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

100

10

11

12

13

14

15

Pengelolaan Hutan (KPH)
Batutegi

Pengelolaan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) Kota
Agung Utara

Pengelolaan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH)
Pematang Neba

Pengelolaan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH)
Pesawaran

Pengelolaan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH)
Gunung Balak

Pengelolaan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH)
Gedong Wani

Pengelolaan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) Way
Pisang

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

1 Unit/Tahun

100

100

100

100

100

100




3,2 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

hutan dan semua pelaku pembalakan liar (Illegal Logging)

Tindak Pidana
Kehutanan Yang
terjadi, 12 Kasus
dalam Status P.21

No. Rekomendasi DPRD Tahun 2019 Tindak Lanjut Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
(1) (2) (3) (4)
1 | Perlu prioritas kegiatan menetapkan batas kawasan hutan Koordinasi intensif | Beberapa lokasi kawasan hutan telah ditetapkan
dengan BPKH XX oleh BPKH
Lampung
2 | Sanksi yang tegas bagi para penjarah/perambah kawasan Dari 16 Kasus pelaku illegal logging (mayoritas dari Jenis

Bandar Lampung, 21 Mei 2021

la Dinas Kehutanan

Q_\\*T A LRAxinsi Lampung
Q L
-
22/ DIAS KEHUTANAN
Ir. ansyah,M.Si.

d M p U Pentbina Tk. |
. 19680508 200003 1 006

Sonokeling dapat) dapat diberikan sanksi pidana
sesuai dengan Hukum yang berlaku, sehing
tidakhanya menimbulkan efek jera bagi para
pelaku namun diharapkan dapat membongkar
mafia perdagangan kayu illegal yang dilindungi.




